
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU D1 KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;

b
.
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagamana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

3
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);



4
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5887);

6
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);7

. PeraturanPresidenNomor97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

8
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor3 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
. Daerah adalahKabupaten Subang.

2
.
 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.

3
. Bupati adalah Bupati Subang.

4
.
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
5

. Perangkat Daerah adalah organisasi/Lembaga Perangkat Pemerintah
Darah di Lingkungan Pemerintah Daerah.



6
. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Subang.
7

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama
adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

8
. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkan KSWP adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan public
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

9
. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan public tertentu
pada Perangkat Daerah.

10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan
Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini :

a. Memberikan prosedur standar kepada wajib pajak untuk mendapatkan
layanan public tertentu;

b
. Optimalisasi penerimaan pajak; dan

c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Pelaksanaan konfirmasi wajib pajak; dan

b
. Jenis layanan public tertentu;

c.
 Pembinaan

BAB III

PELAKSANAAN KONFIRMASI WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekeijaan di

Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah kegiatan yang dilakukan

oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan public tertentu

untuk memperoleh keterangan status wajib pajak



(3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah informasi yang diberikan

oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status

wajib pajak atas layanan public tertentu pada instansi pemerintah

(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memuat status valid atau tidak

valid.

Pasal 6

(1) Keterangan status valid dapat diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi
ketentuan:

a. Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam system
informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak
penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi
kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keterangan status tidak valid, wajib pajak mengajukan permohonan
keterangan status wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor
Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan.

Pasal 7

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) oleh instansi pemerintah dalam
memberikan layanan public tertentu dilakukan dengan menggunakan:

a. Sistem informasi pada pemerintah yang terhubung dengan
informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

b
. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Keterangan Status Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) antara lain meliputi :

a. IzinUsaha Perdagangan;

b
.
 IzinUsaha Hiburan;

c. Izin Mendirikan Bangunan;

d
.
 Izin Usaha Restoran;

e. Izin Trayek;

f
.
 Izin Usaha Perikanan.

(2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan
status valid.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
pelayanan public tertentu yang sudah melampirkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Kabupaten Subang.

rangka

system



BABY

PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan Daerah dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Subang.
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